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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pspk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN 

Memeriksa dan mengadili perkara  perdata agama tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxx,  NIK.  xxxxxxx,  Tempat  Tanggal  Lahir,  Goti,  12  Januari  1954,

agama  Islam,  Pendidikan  DIII, Pekerjaan  Pensiunan

PNS, Tempat Tinggal  di  Jalan xxxxx,  Gang xx, Nomor

xxxx,  Lingkungan  xxxxx,  Kelurahan  xxxxx, Kecamatan

xxxxx,  Kota  Padang  Sidempuan,  Domisili  Elektronik:

xxxxxxx,  No.  Hp:  xxxxxx, sebagai  Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Xxxxxxxxxx,  NIK. xxxxx,  Tempat Tanggal Lahir,  Manunggang,  07 September

1975,  agama Islam,  Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat

Atas,  Pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  Tempat

Tinggal  di  Jalan  xxxxxx,  Kelurahan  xxxx,  Kecamatan

xxxxxxx,  Kota Padang Sidempuan, No. Hp: xxxxxxxxx,

sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya secara elektronik dengan

nomor  register 682232-211120242OT tanggal  21  November  2024 dan telah

terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada

tanggal  21  November  2024,  dengan  register  perkara  Nomor

316/Pdt.G/2024/PA.Pspk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa pada hari  Senin  tanggal  19  Agustus  2024, Pemohon dan

Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Padangsidimpuan  Tenggara,  Kota  Padangsidimpuan  sesuai  dengan

Kutipan Akta  Nikah  Nomor: 1277051082024010,  tertanggal  19  Agustus

2024;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda Cerai Mati

sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai Mati;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama

sebagai suami-istri  dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di

Jalan  xxxxxx,  Gang  xxxxx,  Nomor  xxxxx,  Lingkungan  xxxx,  Kelurahan

xxxxx, Kecamatan  xxx, Kota Padang Sidempuan selama 17 (tujuh belas)

hari, dan sejak tanggal 5 September 2024 antara Pemohon dan Termohon

telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

4. Bahwa  selama  ikatan  pernikahan,  Pemohon dan  Termohon telah

melakukan  hubungan  badan  sebagaimana layaknya  suami  istri  (Ba’da

dukhul), namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  semula

berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak seminggu usia pernikahan antara

Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang

terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

5.1 Termohon  tidak  mau  mendengarkan  nasihat  Pemohon

dan tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

5.2 Termohon juga tidak mau ikut dengan suami;

5.3 Termohon juga kurang memperdulikan Pemohon;

6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan

Termohon terjadi pada tanggal 9 November disebabkan saat itu Termohon

meminta  supaya  Pemohon  menceraikan  Termohon  dan  Termohon

menyuruh  Pemohon untuk  menikah lagi  dengan wanita  lain,  akibat  dari

pertengkaran  tersebut  Termohon  pergi  dan  meninggalkan  Pemohon  di

rumah kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah

pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan
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15 (lima belas) hari;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti  di  jelaskan di atas,

Pemohon  sudah  tidak  memiliki  harapan  lagi  akan  dapat  hidup  rukun

kembali  bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang

bahagia  dimasa  yang  akan  datang.  Dengan  demikian,  permohonan  ijin

Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi

persyaratan  sebagaimana  di  atur  dalam  perundang-undangan  yang

berlaku;

9. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Kota  Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili 

perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya 

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk

menjatuhkan talak satu  raj’i  terhadap Termohon  (Xxxxxxxxxx) di depan

sidang  Pengadilan  Agama Kota  Padang  Sidempuan setelah  putusan  ini

berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa,  pada hari  dan tanggal  yang telah  ditetapkan untuk  memeriksa

perkara ini, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa,  Hakim  selama  persidangan  berlangsung  tetap  memberikan

nasehat  kepada  Pemohon dan  Termohon  agar  mengurungkan keinginannya

untuk bercerai dan mencoba kembali  membina rumah tangga yang  sakinah,

mawaddah, wa rahmah namun tidak berhasil;
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Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah

menunjuk  Risalan  Basri  Harahap,  M.A.,  CPM.,  selaku  mediator  non  Hakim

untuk melakukan upaya mediasi,  namun telah ternyata berdasarkan laporan

tertulis  dari  mediator  yang  bersangkutan  tertanggal  11  Desember  2024

menyatakan upaya mediasi tidak berhasil (gagal);

Bahwa,  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  dengan

dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan

oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa  atas  permohonan  Pemohon  tersebut,  Termohon  telah

memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai identitas saya adalah benar ;

2. Bahwa  mengenai  posita  angka  1, posita  angka 4,  dalam  surat

permohonannya adalah benar;

3. Bahwa mengenai posita 5 yaitu untuk poin 5.1 Samapai dengan 5.3

benar;

4. Bahwa posita 6 sampai dengan 9 adalah benar;

Termohon  juga  memohon kepada Pemohon kiranya dapat memberikan

kenang  –  kenangan  kepada  saya  selaku  istri  yang  akan  diceraikan  oleh

Pemohon, besaran nilai uang nya saya serahkan ke Ikhlasan Pemohon;

Bahwa,  atas  jawaban Termohon tersebut  Pemohon telah  mengajukan

replik  secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyanggupi  permintaan

Termohon berupa kenang – kenangan  berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,-

(tiga  juta  rupiah)  dan  akan  saya  bayarkan  kepada  Termohon  pada  saat

Pengucapan Ikrar Talak;

Bahwa, Termohon telah mengajukan duplik secara  lisan tetap dengan

jawaban  semula,  terhadap  kesanggupan  Pemohon  mengenai  kenang-

kenangan tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.

Surat:
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1. Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk NIK:  1277021201540001 Tanggal

11 Oktober 2023 atas nama Xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan

di-nazegeling,  yang  oleh  Hakim  telah  dicocokkan  dengan  aslinya

ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1277051082024010 Tanggal 19

Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, telah bermeterai

cukup dan di-nazegeling,  yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan

aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B.

Saksi:

1. xxxxx,  umur  69  tahun,  Agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Pensiunan, tempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan Padangsidimpuan

Tenggara,  Kota  Padangsidimpuan,  dibawah  sumpahnya  memberikan

keterangan:

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama

Xxxxxxxxxx karena saksi adalah adik Ipar Pemohon dan juga kenal

dengan Termohon yang bernama Xxxxxxxxxx;

 Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah  pada

bulan  Agustus  2024  di  Kecamatan  Padangsidimpuan Tenggara,

Kota Padangsidimpuan;

 Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon

hidup  bersama  di  Jalan  xxx, Gang  xxxxx, Kelurahan  xxxxxxx,

Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan;

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  belum dikarunia

anak;

 Bahwa yang saksi  ketahui  keadaan rumah tangga

Pemohon dengan Termohon, semula rukun dan harmonis, namun

satu  minggu  setelah  menikah mulai  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

 Bahwa Penyebab  antara  Pemohon dan  Termohon

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  adalah  karena  Termohon
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tidak  mau  mendengarkan  nasehat  Pemohon  serta  tidak

menghargai  Pemohon dan Termohon tidak mau diajak Pemohon

untuk pindah ke rumah Pemohon;

 Bahwa  saksi  pernah  melihat  Pemohon  dan

Termohon bertengkar;

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  berpisah

rumah sejak awal bulan November tahun 2024;

 Bahwa Termohon yang pergi  meninggalkan rumah

kediaman bersama;

 Bahwa pihak keluarga  sudah pernah mendamaikan

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

 Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan

Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

rumah  tangga,  tempat  tinggal  di  Desa  xxxxxxx, Kecamatan

Padangsidimpuan  Tenggara, Kota  Padangsidimpuan,  dibawah

sumpahnya memberikan keterangan:

 Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama

Xxxxxxxxxx karena saksi adalah sepupu Pemohon dan juga kenal

dengan Termohon yang bernama Xxxxxxxxxx;

 Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah  pada

bulan  Agustus  2024  di  Kecamatan  Padangsidimpuan Tenggara,

Kota Padangsidimpuan;

 Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon

hidup bersama  di  Jalan P Kemerdekaan, Gang  xxxxx, Kelurahan

xxxxxxx, Kecamatan  Padangsidimpuan  Selatan, Kota  Padang

Sidimpuan;

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  belum dikarunia

anak;

 Bahwa yang saksi  ketahui  keadaan rumah tangga

Pemohon dengan Termohon, semula rukun dan harmonis, namun

satu  minggu  setelah  menikah mulai  terjadi  perselisihan  dan
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pertengkaran;

 Bahwa Penyebab  antara  Pemohon dan  Termohon

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  adalah  karena  Termohon

tidak  mau  mendengarkan  nasehat  Pemohon  serta  tidak

menghargai  Pemohon  dan  Termohon  juga  tidak  memperdulikan

Pemohon;

 Bahwa  saksi  pernah  melihat  Pemohon  dan

Termohon bertengkar;

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  berpisah

rumah sejak awal bulan November tahun 2024;

 Bahwa Termohon yang pergi  meninggalkan rumah

kediaman bersama;

 Bahwa pihak keluarga  sudah pernah mendamaikan

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

 Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan

Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan

mengajukan suatu apapun lagi dalam persidangan sebagai bukti;

Bahwa,  selanjutnya Termohon menyatakan  tidak akan mengajukan alat

bukti  apapun,  meskipun  Hakim  telah  memberikan  kesempatan  yang  sama

kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa,  Pemohon  telah  mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  tetap

dengan permohonan dan repliknya serta mohon dikabulkan;

Bahwa,  Termohon telah  mengajukan  kesimpulan  secara  lisan,  tidak

keberatan bercerai dan tetap dengan jawabannya serta mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  segala  yang  tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak

berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo

telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan

mediator  nonHakim  saudara  Risalan  Basri  Harahap,  M.A.,  CPM.,  selaku

mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan

laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 11 Desember 2024

menyatakan  upaya  mediasi  tidak  berhasil  (gagal).  Dengan  demikian  dalam

pemeriksaaan  perkara  a  quo telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  4  dan  7

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut

mengenai  sengketa  perkawinan  yang  menjadi  wewenang  Peradilan  Agama

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai  tempat domisili

Pemohon  yang  berada  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Kota  Padang

Sidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  Pengadilan

Agama Kota Padang Sidempuan berwenang menerima, memeriksa, mengadili,

dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak

sebagai pihak dalam perkara ini  dan mempunyai  kualitas untuk mengajukan

tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal

14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
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Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  jo. Pasal  73  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut yang

menjadi  alasan  diajukannya  perkara  Cerai  Talak  ini  adalah  karena  alasan

antara Pemohon dan Termohon sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran

terus  menerus dan telah  diupayakan oleh  keluarga untuk  didamaikan tetapi

tidak berhasil dan telah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak awal

bulan November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon

termasuk dalam konteks  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Jo.

Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam,  yaitu:  “Antara  suami  istri  terus

menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak  ada harapan akan

hidup rukun lagi  dalam rumah tangga”, maka Hakim menerapkan ketentuan

Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo.  Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil  Rapat

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 poin b;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak

disangkal,  maka  menurut  hukum  harus  dinyatakan  terbukti  hal-hal  sebagai

berikut:

1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  merupakan  suami  istri  yang

menikah pada tanggal  19 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam

Akta Nikah Nomor: 1277051082024010, tertanggal 19 Agustus 2024;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah belum dikaruniai

anak;

3. Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi

pertengkaran selama masih hidup bersama;
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4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai

oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat  tinggal

sejak awal bulan November 2024 di mana Pemohon tinggal di rumah

sendiri dan Termohon tinggal di rumah sendiri;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip

mempersulit  perceraian  dalam  artian  warga  negara  Indonesia  tidak  dapat

mempermainkan  lembaga  pernikahan  yang  sakral  dengan  seenaknya

melakukan  perceraian  tanpa  alasan  yang  dibenarkan  peraturan  perundang-

undangan, terkhusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran

materil  bukan hanya sekedar kebenaran formil  disamping untuk menghindari

timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan

berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  863  K/Pdt/1990

tanggal  28  Nopember  1991  yang  menyatakan  bahwa  tidaklah  dibenarkan

dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau

adanya  kesepakatan  saja,  karena  dikhawatirkan  timbulnya  kebohongan  (de

groten langen). Begitu pula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai

ikatan  perdata  biasa  akan  tetapi  sebagai  mitsaqan  ghalidhan (ikatan  yang

kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang

dibenarkan  oleh  hukum.  Disamping  itu,  berdasarkan  Pasal  22  ayat  (2)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menentukan  bahwa

permohonan  perceraian  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  harus

memastikan  faktor-faktor  penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran

antara Pemohon dan Termohon.  Sebagamana norma hukum yang tercantum

pada kaidah fikih, yang termaktub dalam kitab Al-Madkhol  yang dikarang oleh

Al-Hariri, yang berbunyi:

قاَصِرَةٌ       حُجّةٌ القِرَْارُ وَ مُتعَدَيّةٌَ حُجّةٌ البيَنّةَُ

Artinya: “Bukti  adalah argumentasi  hukum yang aktif,  sementara pernyataan

adalah argumentasi hukum yag pasif”;
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Menimbang, bahwa selanjutnya norma hukum yang terkandung dalam

kaidah fikih yang tercantum dalam kitab Maushu’ah al-Qawaid wa Al-Dhawabit

al-Fiqhiyyah karang Ali Al-Nadawi, halaman 433, menyebutkan:

باِقِرَْارهِِ   مُؤاَخَذٌ ُ المَرْأ

Artinya: “Seseorang harus bertanggung jawab atas pernyataannya”

oleh  Hakim  norma  hukum  yang  terkandung  dari  kedua  dalil  tersebut,

mewajibkan pihak-pihak yang mendalilkan untuk membuktikan, sehingga hakim

membebankan pembuktian yang berimbang kepada Pemohon dan Termohon

sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terhadap  permohonan  Pemohon

tersebut, dalam persidangan secara lisan Termohon telah mengajukan jawaban

dan pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil Pemohon;

Menimbang,  bahwa asas  imparsialitas di  mana  Hakim dilarang  untuk

berpihak  kepada  salah  satu  pihak,  harus  bersikap  adil  dan  memberi

kesempatan  yang  sama,  dan  dalam  hal  ini  Hakim  telah  memberikan

kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan

alat-alat buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon

telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  (P.1  dan  P.2)  tersebut  merupakan

fotokopi  sah,  telah  dicocokkan  dengan  aslinya,  khusus  dibuat  sebagai  alat

bukti,  telah diberi  meterai  cukup dan telah di-nazageling,  maka berdasarkan

ketentuan  Pasal  1888  KUH Perdata  dan  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Bea  Materai,  harus  dinyatakan  alat  bukti

tersebut  telah  memenuhi  persyaratan formil  dan dapat  diterima,  dan secara

materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  bertanda  (P.1)  yang

merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik,

karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat

melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan

pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  (P.2) Hakim menilai  merupakan
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bukti  sempurna,  maka telah  terbukti  menurut  hukum  antara  Pemohon

(Xxxxxxxxxx) dengan Termohon (Xxxxxxxxxx) sejak tanggal  19 Agustus 2024,

telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum

Islam sehingga Pemohon mempunyai  legal standing sebagai Pemohon dalam

perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  saksi  1 Pemohon,  sudah  dewasa  dan  sudah

bersumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 172 RBg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Pemohon  mengenai  dalil

gugatannya,  adalah  fakta  yang  dilihat/didengar/dialami  sendiri  dan  relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  saksi  2 Pemohon,  sudah  dewasa  dan  sudah

bersumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 172 RBg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Pemohon  mengenai  dalil

gugatannya,  adalah  fakta  yang  dilihat/didengar/dialami  sendiri  dan  relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang sama

kepada Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya, akan tetapi Termohon

menyatakan tidak mengajukan bukti di persidangan dan menyerahkan kepada

Hakim;

Menimbang,  bahwa berdasarkan dalil-dalil  Pemohon, jawab menjawab

antara  Pemohon dan  Termohon,  bukti  tertulis  yang  diajukan  oleh  Pemohon

serta  keterangan  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  Pemohon  dan  Termohon

tersebut di atas, Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:
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1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  merupakan  suami  istri  yang

menikah pada tanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam

Akta Nikah Nomor: 1277051082024010, tertanggal 19 Agustus 2024;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah belum dikaruniai

anak;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal di

mana  Pemohon  tinggal  di  rumahnya  sendiri  sedangkan  Termohon

tinggal di rumahnya sendiri sejak awal bulan November 2024;

4. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  pisah  rumah  sampai

sekarang lebih kurang 2 bulan;

5. Bahwa Pemohon dan  Termohon  berpisah  karena  pertengkaran

antara  Pemohon  dan  Termohon  disebabkan  Termohon  tidak  mau

mendengarkan  nasehat  Pemohon,  tidak  menghargai  Pemohon  dan

Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk pindah ke rumah Pemohon

serta Termohon tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan

dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta fakta-fakta persidangan,

Hakim telah  menemukan fakta-fakta dan akan  Hakim pertimbangkan sebagai

berikut:

Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  permohonan  perceraian  yang

diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Hakim berpendapat bahwa perceraian

merupakan  pintu  darurat  untuk  menyelesaikan  konflik  dalam sebuah  ikatan

pernikahan,  oleh  karenanya  perceraian  hanya  dibenarkan  dalam  keadaan

terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut

peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  telah

membatasi  warga  negara  Indonesia  untuk  melakukan  perceraian  kecuali

apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal

19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  jis. Pasal  116 Kompilasi

Hukum  Islam,  Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan  Agama,  Pasal  34  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974

tentang Perkawinan;
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Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan

yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah

tangga  Pemohon  dan  Termohon telah  ada  alasan  perceraian  sebagaimana

yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan

yang  berlaku,  selanjutnya  dalam  perkara  ini,  Pemohon  telah  mendalilkan

adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f)

dan  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa dari  keterangan-keterangan saksi  tersebut,  Hakim

menemukan fakta-fakta  bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

benar-benar  terus  menerus  terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan  yang

mengakibatkan  antara  keduanya  sudah  berpisah  tempat  tinggal  sejak  awal

bulan  November  2024 dikarenakan  Termohon  tidak  mau  mendengarkan

nasehat Pemohon, tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak mau diajak

Pemohon  untuk  pindah  ke  rumah  Pemohon serta  Termohon  tidak

memperdulikan Pemohon,  dan  sudah  dilakukan  upaya  merukunkan  mereka

tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  fakta  Pemohon  dan  Termohon

sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Pemohon dan

Termohon  sudah  tidak  melaksanakan  kewajiban  masing-masing  layaknya

suami  istri,  dan  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  perkawinan  yaitu

memerintahkan suami  istri  agar  hidup pada tempat  kediaman bersama dan

tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan

tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat

dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara

Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut

menunjukan  permasalahan  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

terjadi  terus menerus perselisihan, apabila ada  i’tikad baik dari  kedua belah

pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja

dapat  segera  terselesaikan,  namun  hal  tersebut  tidak  terjadi  pada  rumah

tangga  Pemohon  dan  Termohon  sehingga  menjadikan  permasalahan  dalam
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rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang,  bahwa hidup  bersama  merupakan  salah  satu  tolak  ukur

rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai  tanda keutuhan suami  istri,

oleh  karena  itu  fakta  adanya pisah  tempat  tinggal  merupakan  bentuk

penyimpangan  dari  konsep  dasar  dibangunnya  lembaga  pernikahan,  agar

suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan

dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa dengan telah

pisahnya  Pemohon  dan  Termohon  menjadikan  pola  komunikasi  antara

Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  bisa  dibangun,  padahal  untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi

yang  baik,  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitas  antara  suami  dan  istri

tersebut;

Menimbang,  bahwa  selama  proses  persidangan  berlangsung,  Hakim

telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon

supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon

tetap  dengan  pendiriannya  untuk  bercerai  dengan  Termohon.  Hal  tersebut

menunjukan  fakta  bahwa  Pemohon  tidak  ingin  meneruskan  rumah  tangga

dengan Termohon;

Menimbang,  kaidah  ushul  fiqih tentang  saddu  adz-dzari’ah yang

termaktub dalam kitab  I’lam al-Muwaqqi’in,  yang dikarang oleh Juz III,  Ibnu

Qayyim al-Jauziyah, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

          ِ إلِيَالمُحَرّم طرَيِقًْا وَ وسَِيلْةًَ كاَنَ مَا مَنعُْ هوَُ الذرّيِعْةَِ سَدّ

Artinya:  Saddu  adz-Dzari’ah  adalah  mencegah  sesuatu  yang  dapat

menjadi media menuju sesatu yang diharamkan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini  juga mempertimbangkan

apakah  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  tersebut  masih  dapat

dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua

belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan

rumah  tangga  dengan  pasangannya,  maka  apabila  rumah  tangga  tersebut

dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang

sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  fakta  Pemohon  tidak  ingin
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meneruskan  rumah  tangga  dengan  Termohon  menunjukan  bahwa  rumah

tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada

harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  sebagaimana  tujuan

adanya pernikahan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  bahwasanya

antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, para

saksi  dan  pihak  keluarga  tidak  dapat  lagi  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon,  sehingga  mengakibatkan  salah  satu  pihak  telah  meninggalkan

kediaman bersama, telah berpisah sejak awal bulan November 2024 dan kedua

belah  pihak  menolak  untuk  kembali  rukun,  sehingga  apabila  tetap

mempertahankan  rumah  tangga  tersebut,  maka  akan  membuat  salah  satu

pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm);

Menimbang,  adanya  permohonan  Pemohon  yang  ditujukan  kepada

Pengadilan  Agama  untuk  diberikan  izin  menjatuhkan  talak  kepada  istrinya,

merupakan  suatu  kebutuhan  Pemohon  untuk  bercerai  terhadap  Termohon,

yang  apabila  dikaitkan  dengan  proses  persidangan  dan  adanya  fakta-fakta

dalam persidangan, kebutuhan Pemohon tersebut merupakan kebutuhan yang

mendesak  dan  mencari  solusi  untuk  diberikannya  kemudahan,  sehingga

menjauhkannya ke dalam kesulitan dan kesukaran, maka hal tersebut masuk

dalam katagori darurat, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang tersebut dalam

kitab Ghamsu Uyun al-Bashair, yang dikarang oleh Al-Hamawi, yang berbunyi:

خَاصّةً       أوَْ الضّرُورَْاتِعاَمّةً مَنزْلِةََ تنَزْلُِ الحَاجَةُ

Artinya:  “Adapun kebutuhan,  menempati  posisi  darurat,  baik  kebutuhan

tersebut untuk kepentingan umum maupun khusus”;

Menimbang,  bahwa  dipandang  secara  sosiologis,  bahwa  jika  suami

sudah tidak mau hidup satu atap lagi dengan istrinya karena berselisih, maka

dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri  yang tidak harmonis dan

dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (marriage breakdown/broken home),

dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan

perkawinan  tidak  dapat  terwujud,  karena  tujuan  dari  hukum  Islam  adalah

meraih  manfaat  dan  mencegah  mafsadat/kerusakan,  maka  hubungan

perkawinan yang sedemikian harus  diputus dan atau dibubarkan karena telah
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nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal

3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus

dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan

sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah

yang  merupakan  tujuan  hakiki  dari  suatu  perkawinan,  sebagaimana  qaidah

fiqhiyah berbunyi :

  ( تبَيَنَّ   (  إذِاَ مَالكٍ عِندَْ باِالضّرَرِ يطُلَقُّ واَلسّلطْاَنُ

Artinya: “Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang

keadaan madharat, apabila sudah terang (tidak dapat dirukunkan kembali)”;

Dan qaidah fiqhiyah:

يزَُالُ  ألَضّرَرُ

Artinya: “Mudharat (bahaya) itu harus dihilangkan”;

Menimbang,  bahwa  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  salah  satunya

dalam putusan  Nomor  534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi:

“Bahwa  dalam  hal  perceraian  tidak  perlu  dilihat  dari  siapa  penyebab

percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang

perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat

dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang,  bahwa hukum  perceraian  menurut  Islam  berkisar  pada

hukum  haram,  wajib,  sunat,  mubah  dan  makruh,  dan  dalam  perkara  ini

perceraian  menjadi  diperbolehkan,  dan  oleh  karena  Imsak  bil  Ma'ruf tidak

berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang,  bahwa terhadap  keinginan  Pemohon  untuk  menceraikan

Termohon, Hakim mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227

yang berbunyi:  

علَيِمٌْ      سَمِيعٌْ اللهَ فإَنِّ عزََمُواالطلّقََ وإَنِْ

Artinya:  “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak,

maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan  di

atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
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Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nommor 1 Tahun 1974  jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum Islam jo. Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil  Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Agung Tahun 2022 Sebagai  Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi  Pengadilan

Huruf C Rumusan Kamar Agama Angka 1 poin b;

Menimbang,  bahwa  dengan  kondisi  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  Hakim berpendapat  bahwa

secara  faktual  dalam rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  terjadi

konflik  dan  tidak  harmonis  lagi  serta  pecah  sebagai  suatu  indikasi  adanya

perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  di  antara  keduanya,

sehingga  dengan  kondisi  tersebut  sudah  tidak  ada  saling  mengasihi  dan

menyayangi  dan  saling  membutuhkan  terutama  saling  memenuhi  hak  dan

kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal  berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah

tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an surat

ar-Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain

apabila  cita-cita  pernikahan  tidak  terwujud,  maka  perceraian  adalah  jalan

keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena

itu  Hakim  berpendapat  bahwa  yang  terbaik  untuk  keluarga  Pemohon  dan

Termohon tidak lain harus diceraikan;

Menimbang, oleh  karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya

alasan  perceraian  sesuai  dengan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan

usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha

damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan

(2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata

tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan
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Pemohon  pada  petitum  angka  1  (satu)  dalam  surat  permohonannya  dapat

dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini  merupakan perkara Cerai  Talak, maka

terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor  2, maka Hakim memberi

izin  kepada  Pemohon  (Xxxxxxxxxx)   untuk  menjatuhkan  talak  satu  Raj'i

terhadap  Termohon  (Xxxxxxxxxx)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  Kota

Padang Sidempuan;

Menimbang,  bahwa perkara  ini  merupakan  perkara  Cerai  Talak  yang

diajukan  oleh  Pemohon sebagai  suami,  oleh  karenanya  perceraian  tersebut

terhitung  setelah  suami  mengikrarkan  talaknya  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama  sebagaimana  maksud  Pasal  123  Kompilasi  Hukum  Islam,  adapun

pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini

berkekuatan hukum tetap,  hal  ini  sebagaimana ketentuan Pasal  70 ayat  (3)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan

sidang  Pengadilan  Agama  Kota  Padang  Sidempuan,  maka  bagi  Termohon

terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya

sembilan  puluh  hari)  dikarenakan  perceraian  tersebut ba’da  dukhul

sebagaimana maksud Pasal  153 ayat  (4) dan Pasal  155  Kompilasi  Hukum

Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak

menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana

yang  telah  ditentukan  pada  Pasal  151  Kompilasi  Hukum Islam.  Begitupula,

apabila selama masa iddah tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk

rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki

hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bermaksud

dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  Konvensi  mengajukan

tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi, maka dalam posisi ini

menjadi  Termohon  Konvensi  menjadi  Penggugat  Rekonvensi  dan  Pemohon

Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi  quad-non,

berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor

1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang,  bahwa  dari  segi  pengajuannya,  gugatan  Penggugat

Rekonvensi tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245

Rv,  oleh  karenanya  dapat  dipertimbangkan.  Selain  dari  pada  itu  antara

permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang

erat (innerlijke samenhaang), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan

satu putusan,  salah satu di  antara alasannya ialah untuk menerapkan asas

peradilan  yang sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  sebagaimana ketentuan

dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 57 Ayat

(3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  80  ayat  (2)  dan  (4)  Kompilasi

Hukum  Islam,  ayat  (2)  menjelaskan:  “Suami  wajib  melindungi  istrinya  dan

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

kemampuannya”,  dan ayat (4) menjelaskan: “Sesuai dengan penghasilannya

suami  menanggung:  a.  nafkah,  kiswah  dan  tempat  kediaman bagi  isteri,  b.

biaya  rumah  tangga,  biaya  perawatan  dan  biaya  pengobatan,  c.  biaya

pendidikan bagi anak”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  SEMA Nomor  3  Tahun  2018  tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil  Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2018  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan.

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012

angka 16 sehingga berbunyi  :  “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah,

nafkah  iddah,  nafkah  anak,  harus  mempertimbangkan  rasa  keadilan  dan

kepatutan  dengan  menggali  fakta  kemampuan  ekonomi  suami  dan  fakta

kebutuhan dasar hidup dan / atau anak”;

Tentang Mut’ah

 Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Penggugat  Rekonvensi  menuntut

Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut’ah seiklasnya kepada Penggugat

Rekonvensi,  namun  dalam  repliknya  Tergugat  Rekonvensi  hanya  bisa

memberikan  sejumlah  Rp.  3.000.000,00  (tiga juta  rupiah) dan  Penggugat

Rekonvensi menyetujuinya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan rekonvensi mut’ah, Hakim akan

mempertimbangkan  bahwa,  berdasarkan  ketentuan  hukum  Islam  sejalan

dengan bunyi Pasal 149 hurup (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

“Mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya

mut'ah yang layak”, dan hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i berupa firman

Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

المُْتقّيِنَْ      علَىَ باِلْمَعرُْوفِْحَقّا ولَلِمُْطلَقّاتَِمَتاعٌَ

Artinya:  “Bagi  wanita-wanita  yang  diceraikan  ada  hak  mut'ah  dengan

cara  ma'ruf  atas  orang-orang  yang  bertaqwa”.  Maka,  Hakim  berpendapat

bahwa Penggugat Rekonvensi  berhak atas mut'ah yang dibebankan kepada

Tergugat  Rekonvensi  dengan  bahwa  antara  Penggugat  Rekonvensi  dan

Tergugat Rekonvensi sudah melalui hidup bersama  29 tahun dan selama itu

antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi saling menyayangi

dengan dikaruniai seorang anak;

Menimbang,  bahwa  pertimbangan-pertimbangan  diatas  Hakim

menetapkan mut’ah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah

Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan asas peradilan yang

sederhana cepat  dan biaya ringan,  sebagaimana dimaksud dalam pasal  57

ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989  yang sudah  diubah dengan

Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50

Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Agama,  serta  untuk  melindungi  hak-hak

perempuan pasca perceraian dengan memperhatikan PERMA Nomor 3 Tahun

2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan

Hukum  dan  SEMA Nomor  1  Tahun  2017,  maka  Hakim  patut  menghukum

Tergugat  Rekonvensi  untuk  membayar  kewajiban berkenaan dengan nafkah

iddah, Kiswah dan  mut’ah  sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan di
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atas  sebelumnya   kepada Penggugat  Rekonvensi  sesaat  sebelum Tergugat

Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota

Padang Sidempuan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai

dengan ketentuan pada Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali  oleh  Undang-Undang Nomor  50

Tahun  2009  biaya perkara  dibebankan  kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;    

                       

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memberi  ijin  kepada  Pemohon  Konvensi  (Xxxxxxxxxx)  untuk

menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon  (Xxxxxxxxxx)  di  depan

sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.

2. Menghukum Tergugat  Rekonvensi  untuk  memberikan  Mut’ah

kepada Penggugat Rekonvensi  berupa uang sejumlah Rp.  3.000.000,-(tiga

juta rupiah).

3. menghukum  Tergugat  Rekonvensi  untuk  membayar  kewajiban

sebagaimana tersebut  pada  dicktum  angka  2  secara  tunai  kepada

Penggugat  Rekonvensi, sesaat  sebelum  Tergugat  Rekonvensi

mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang

Sidempuan seluruhnya sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi selain dan

selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi
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Membebankan  kepada  Pemohon Konvensi/Tergugat  Rekonvensi untuk

membayar biaya perkara ini sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima

ribu rupiah);

Demikianlah  Putusan  ini  diputuskan  pada  hari  Kamis  tanggal  19

Desember  2024 Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  17  Jumadil  Akhir  1446

Hijriyah oleh  A. Latif Rusydi Azhari Hrp, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal

berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal  oleh Ketua Pengadilan Agama Kota

Padang  Sidempuan  dan  Putusan  tersebut  diucapkan  dalam sidang  terbuka

untuk  umum  oleh  Hakim  tersebut  pada  hari  itu  juga,  dan  dibantu  oleh

Nazaruddin,  S.H sebagai  Panitera Sidang,  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon

Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  dan  Termohon  Konvensi/Penggugat

Rekonvensi melalui alamat elektronik.

Hakim Tunggal,

 A. Latif Rusydi Azhari Hrp, S.H.I., M.A.
Panitera Sidang,

Nazaruddin, S.H.

  Rincian biaya:
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 35.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

5. Biaya 
Redaksi

: Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
JUMLAH : Rp.   155.000,00
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